DANA DESA TAHAP 1 DI SLEMAN CAIR, BANTUAN LANGSUNG TUNAI-
DANA DESA MULAI DISALURKAN

<I ANTARA

Prioritas penggunaan
Dana Desa 2025

Pemerintah mengalokasikan
Dana Desa 2025 sebesar
Rp71 triliun untuk 75.259
desa. Pemerintah desa
diminta agar dana
digunakan sesuai prioritas
yang ditetapkan.

Prioritas Dana Desa

Penanganan
kemiskinan
ekstrem melalui

“ bantuan
langsung tunai
desa (maksimal
15%).

Penyediaan
layanan dasar
kesehatan, seperti

Menurunkan beban

Pos Kesehatan Jum esa
5 Desa untuk tertinggal dan — pengeluaran
B pencegahan sangat tertinggal Angka masyarakat m
stunting dan menurun (per kemiskinan dengan penye
penyakit menular Agustus 2024 dapat ditekan lapangan peke
dan tidak menular. sebanyak 10.463 hingga kisaran melalui padat karya
desa). 7-8% dari 9,36% tunai desa dan BLT
Pengembangan per Maret 2024. desa.
ekonomi desa
melalui
pembangunan
sarana prasarana Dana Desa 2015-2024
s perdsgqngan, Data Kemendes PDT 2020-2024
pemberian
bantuan Rp72
permodalan, dan Rp71 triliun Rp71
peningkatan triliun RP7O triliun
triliun

kapasitas badan
usaha milik desa.

Rp68

triliun

Pemanfaatan
m teknologi
> informasi dalam
pelayanan desa.
Pemberdayaan 2020 2021 2022 2023 2024
masyarakat,
m— khususnya
S kelompok miskin
melalui program
padat karya tunai.

as Dana desa telah menjadi
instrumen pembangunan desa
untuk mewujudkan percepatan
kesejahteraan masyarakat desa."

Besaran dana berbeda tiap desa,
tergantung jumlah penduduk,
tingkat kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan desa.

Yandri Susanto
Mendes PDT

CK | RISET:ZUBI | GRAFIS:CHANDRA | EDITOR: RANY

DATA: KEMENDES PDT | FOTS

Sumber gambar: https://www.antaranews.com/

Isi Berita:
Harianjogja.com, SLEMAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK)

Kabupaten Sleman menyatakan penyaluran Dana Desa (DD) 2025 Tahap I telah selesai
pada April 2025. Saat ini, seluruh kalurahan di Sleman sedang membelanjakan dana desa

tersebut untuk bermacam keperluan.

Kepala DPMK Sleman, Samsul Bakri, mengatakan pagu dana desa 2025 menyentuh
Rp127,35 miliar. Dana tersebut terbagi menjadi tiga alokasi. Alokasi Dasar sebesar
Rp66,28 miliar; lalu Alokasi Formula Rp57,45 miliar; dan Alokasi Kinerja untuk 14
kalurahan Rp3,61 miliar. “Target pencairan memang awalnya pekan kedua Februari
2025, tapi mundur jadi April 2025,” kata Samsul dihubungi, Senin (5/5/2025).
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Penggunaan dana desa sebesar 10,9% dari pagu untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa dan 21,7% digunakan untuk ketahanan pangan. Selain itu, sebanyak 14,4%
dari pagu digunakan untuk penanganan stunting dan sisanya 53,1% digunakan untuk

prioritas lain sesuai kewenangan desa/kalurahan.

Ketua Paguyuban Lurah Sleman Manikmaya, Irawan, mengatakan kalurahan-kalurahan
saat ini mulai membelanjakan dana desa tahap I. Kata dia, pembangunan fisik dan
pengembangan pertanian untuk ketahanan pangan telah dilakukan. “BLT dana desa juga
sudah kami bagikan, sekitar Rp100 juta dari pagu dana desa. Penggunaannya kan sudah

diatur 10 persenan,” kata Irawan.

Irawan yang merupakan Lurah Triharjo mengaku di wilayahnya, anggaran dana desa
tersebut sangat membantu dalam mengembangkan sektor pertanian dan peternakan.
Apalagi program ketahanan pangan menjadi prioritas Pemerintah Pusat. “Kami juga bisa
menunjang penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Kami bisa membantu menyediakan

bahan baku. Hampir semua sudah membelanjakan, apalagi BLT dana desa” katanya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga telah menerbitkan Keputusan
Menteri Desa (Kepmendesa) PDT Nomor 3/2025 tentang Panduan Penggunaan Dana
Desa. Kepmendesa PDT tersebut secara tegas menyatakan bahwa dana desa perlu
digunakan minimal 20% untuk ketahanan pangan. Penggunaan dana desa dengan
minimal 20% tersebut perlu melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau
kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.

Sumber Berita:

1. https://jogjapolitan.harianjogja.com/, Dana Desa Tahap 1 di Sleman Cair, BLT-DD
Mulai Disalurkan, 5 Mei 2025;

2. https://desa.nu/, Dana Desa Tahap I 2025 Tersalurkan, Seluruh Kalurahan di Sleman
Mulai Realisasikan Anggaran, 6 Mei 2025;

Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada:
1. Pasal 1 angka 75: Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi

desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan

[Catatan Berita UIDIH BPK DIY/Ilmia Dewianalisna] [2]


https://jogjapolitan.harianjogja.com/
https://desa.nu/

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.
2. Pasal 106: TKD terdiri atas:
a. DBH;
b. DAU;
c. DAK;
d. Dana Otonomi Khusus;
e. Dana Keistimewaan; dan
f. Dana Desa.

3. Pasal 134 ayat (1): Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya
bersumber dari APBN.

4. Pasal 134 ayat (2): Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang
dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

5. Pasal 134 ayat (3): Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana
Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi
TKD.

6. Pasal 134 ayat (4): Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan
evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

B. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara pada:

1. Pasal 1 angka 22: Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi
desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.

2. Pasal 7: Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp3.621.313.743.500.000,00 (tiga kuadriliun enam ratus dua puluh satu triliun
tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu
rupiah), terdiri atas:

a. anggaran belanja Pemerintah Pusat; dan
b. anggaranTKD.

3. Pasal 9 ayat (1): Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

direncanakan sebesar Rp919.872.114.583.000,00 (sembilan ratus Sembilan
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belas triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar seratus empat belas juta lima

ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

4. Pasal 9 ayat (2): TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. DBH;

b. DAU;

c. DAK;

d. Dana Otonomi Khusus;

e. Dana Keistimewaan,;

f. Dana Desa.

5. Pasal 14 ayat (1): Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf f direncanakan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu
triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah)
pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran
berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya
dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan/atau
melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.

6. Pasal 14 ayat (2): Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan:

a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dibagi secara
proporsional kepada setiap desa;

b. Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dibagi secara proporsional
kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan dapat
mempertimbangkan jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan desa
sangat tertinggal;

c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan
kinerja terbaik; dan

d. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis.

7. Pasal 14 ayat (3): Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu.

8. Pasal 14 ayat (4): Berdasarkan hasil penghitungan alokasi Dana Desa setiap
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan alokasi
Dana Desa per kabupaten/kota.

9. Pasal 14 ayat (5): Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
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h.

penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling
tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai desa dengan
target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah
sebagai acuan;

penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;

peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa
termasuk stunting;

dukungan program ketahanan pangan;

pengembangan potensi dan keunggulan desa;

pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa
digital;

pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku
lokal; dan/atau

program sektor prioritas lainnya di desa.

10. Pasal 14 ayat (7): Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa dan penetapan

rincian Dana Desa setiap desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

11. Pasal 49: Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025
mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, dalam
bentuk:

a.

penurunan kemiskinan menjadi 7,0% - 8,0% (tujuh koma nol persen sampai
dengan delapan koma nol persen);

tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen);

tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5% - 5,0% (empat koma lima
persen sampai dengan lima koma nol persen);

penurunan Gini Ratio menjadi 0,379 - 0,382 (nol koma tiga tujuh sembilan
sampai dengan nol koma tiga delapan dua);

peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 (nol koma lima enam);
dan

potensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 38,6% (tiga puluh delapan
koma enam persen); dan

peningkatan Nilai Tukar Petani menjadi 115 — 120 (seratus lima belas
sampai dengan seratus dua puluh) dan Nilai Tukar Nelayan menjadi 105 -
108 (serratus lima sampai dengan seratus delapan).
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C.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah, pada:

1. Pasal 71 ayat (1): Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pasal 71 ayat (2): Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa
setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi
TKD.

3. Pasal 71 ayat (3): Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam negeri,dan kementerian/lembaga terkait.

4. Pasal 71 ayat (4): Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah
tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.

D. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada:

1. Pasal 1 angka 12: Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

2. Pasal 2 ayat (1): Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pasal 2 ayat (1): Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan
diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.

4. Pasal 2 ayat (3): Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
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5. Pasal 3: Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
Desa dalam rangka:

a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
c. penanggulangan kemiskinan.

6. Pasal 4: Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

7. Pasal 5 ayat (1): Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa:

b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan

d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

8. Pasal 6: Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat;

b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan desa;

c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan
masyarakat desa;

d. pengembangan seni budaya lokal; dan
penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan
bencana alam dan nonalam.

9. Pasal 8: Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas
Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

10. Pasal 10 ayat (1): Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.

11. Pasal 10 ayat (2): Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam berita acara.
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12. Pasal 10 ayat (3): Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan
pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

13. Lampiran pada BAB II: Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, huruf A.
Prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan, angka 1 huruf d:
pemenuhan kebutuhan dasar yaitu antara lain penurunan beban pengeluaran
masyarakat miskin, berupa:

a. pemberian bantuan langsung tunai;

b. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa;
atau

c. Dbantuan sosial lainnya,

bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum

mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,

berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat
bantu penyandang disabilitas.

E.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025, pada:

1. Pasal 1 angka 9: Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian
bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada
keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan.

2. Pasal 2 ayat (1): Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya
untuk mendukung:

a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling
tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa
dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data
pemerintah sebagai acuan;

b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;

c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa
termasuk stunting;

d. dukungan program Ketahanan Pangan;
pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa
digital;
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g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku
lokal; dan/atau

h. program sektor prioritas lainnya di Desa.

3. Pasal 2 ayat (2): Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.

4. Pasal 2 ayat (3): Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.

5. Pasal 3 ayat (1): Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan
ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan
Langsung Tunai Desa.

6. Pasal 3 ayat (2): Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:

a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa
bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu)
data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

7. Pasal 3 ayat (3): Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang
terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua)
sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem.

8. Pasal 3 ayat (4): Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat
menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
berdasarkan kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis,
dan/atau penyandang disabilitas;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

9. Pasal 3 ayat (5): Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga
harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4

(empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa.

Pasal 3 ayat (6): Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data
kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau
Pemerintah Daerah.

Pasal 3 ayat (7): Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati
dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 4 ayat (1): Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
setiap bulan.

Pasal 4 ayat (2): Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
Pasal 4 ayat (3): Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan
paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 16 ayat (1): Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 16 ayat (2): Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP
Desa.

Pasal 16 ayat (3): Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 19: Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana
Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

Pasal 22 ayat (1): Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran lisan; dan/atau

b. teguran tertulis.

Pasal 22 ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.
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21. Lampiran pada BAB II: Fokus Penggunaan Dana Desa, huruf A: Fokus
Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui
Bantuan Langsung Tunai Desa,

a. angka 1: Kemiskinan Ekstrim
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam
memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih,
sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi
yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan
sosial.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025
mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah
satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol
persen).

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan
melalui tiga strategi utama, yaitu:

1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;

2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan

3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem
merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

b. angka 3: Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima
manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
F.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana
Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025,
pada:
1. Pasal 17 ayat (1): Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling
tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa
dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data
Pemerintah sebagai acuan;

b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
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c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa
termasuk stunting;

d. dukungan program ketahanan pangan;
pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa
digital;

g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku
lokal; dan/atau

h. program sektor prioritas lainnya di Desa.

2. Pasal 17 ayat (2): Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufa sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai
dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.

3. Pasal 17 ayat (3): Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.

4. Pasal 17 ayat (4): Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai program
sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.

5. Pasal 18 ayat (1): Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin
yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

6. Pasal 18 ayat (2): Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

7. Pasal 18 ayat (3): Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang
terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil
4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

8. Pasal 18 ayat (4): Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala Desa dapat
menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria
sebagai berikut:

a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau
difabel;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 18 ayat (5): Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga
harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4
(empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat
diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.
Pasal 18 ayat (6): Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), bupati/wali kota dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut
kepada kementerian koordinator yang menangani urusan pemerintahan di
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 19 ayat (1): Bupati/wali kota menyampaikan data pensasaran percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) dan data kemiskinan lainnya kepada kepala Desa.
Pasal 19 ayat (2): Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar
dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem, kepala Desa dapat menetapkan tambahan
keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil
4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 19 ayat (3): Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat
(3) tidak tersedia, kepala Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem
lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah.

Pasal 19 ayat (4): Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, kepala Desa dapat
mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat
BLT Desa.

Pasal 19 ayat (5): Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1) sampai
dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa berdasarkan hasil
musyawarah Desa.

Pasal 19 ayat (6): Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
minimal memuat:

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
c. jumlah keluarga penerima manfaat; dan

d. sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pasal 20 ayat (1): Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua
belas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 20 ayat (2): Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat
dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling
banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 20 ayat (3): Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran
BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati/wali kota.

Pasal 20 ayat (4): Bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi pembayaran
BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pada Aplikasi OMSPAN TKD.

Pasal 20 ayat (5): Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari
kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a,
pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 20 ayat (6): Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa
menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi batas maksimal sebesar 15% (lima belas
persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf a.

Pasal 20 ayat (7): Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan
tersebut ditetapkan dalam keputusan kepala Desa berdasarkan hasil
musyawarah Desa.

Pasal 21 ayat (1): Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai
dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7).

Pasal 21 ayat (2): Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa
yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan
daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (7), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas
Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf h.

[Catatan Berita UIDIH BPK DIY/Ilmia Dewianalisna] [14]



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Pasal 21 ayat (3): Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas
pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali
kota.

Pasal 21 ayat (4): Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) berbeda

dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa,
bupati/wali kota memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi

OM-SPAN TKD.

Pasal 21 ayat (5): Bupati/wali kota mengunggah dokumen perubahan

keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) pada

Aplikasi OM-SPAN TKD.

Pasal 23 ayat (1): Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf a terdiri atas penyaluran:

a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan

b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 24 ayat (1): Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua)

tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan
Juni; dan

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

Pasal 24 ayat (2): Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah kuasa pengguna

anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi
khusus, dan keistimewaan menerima persyaratan penyaluran dari bupati/wali
kota secara lengkap dan benar.

Pasal 24 ayat (3): Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa:

1) APBDes;

2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

3) keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan

b. tahap II berupa:
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1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap |
menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling

rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
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